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Pasal 3

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten
Sumbawa.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
menjadi bahan acuan dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

?d BUPATI SUMBAWA,»

o,

Y ( JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

IDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR
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KATA PENGANTAR

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
merupakan petunjuk yang lebih spesifik dan menjadi pelengkap bagi
Pedoman Umum Evaluasi LAKIP yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004. Juklak ini secara umum menyajikan
berbagai acuan teknis serta sebagai tolok ukur pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan Juklak ini
dapat memperlancar pelaksanaan tugas evaluasi sehingga dapat
berjalan dengan baik dan mencapai tujuan evaluasi yang ditetapkan.

Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sangat penting dan harus dilaksanakan oleh evaluator secara
profesional dan penuh tanggungjawab. Evaluasi tersebut diharapkan
dapat memberikan stimulasi bagi para pejabat instansi pemerintah
untuk terus berusaha menyempurnakan praktik-praktik
penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip
good governance dan fungsi-fungsi manajemen yang berbasis kinerja
secara taat azas dan berkelanjutan.

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada para
evaluator agar membantu dan memfasilitasi perbaikan proses
pengambilan keputusan baik pada tingkat perumusan kebijakan
publik, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan sumberdaya dan
dana, system pengendalian manajemen, serta peningkatan kinerja dan
kualitas pelayanan publik.
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(meliputi : Markas Bersar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara,
angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan
Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota, dan
Lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran
Negara/Daerah.

2. Akuntabilitas adalah  kewajiban untuk  menyampaikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai
penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
c mempertanggung jawabkan keberhasilan dan  kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara
periodik.
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mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan,
sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.
Berbagai teknik pengumpulan data antara lain: kuisioner, wawancara,
observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik
tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan
sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik,
pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.

KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu
dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat
ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan
Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting
dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan
dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta
dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan
permasalahan. Data dan diskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian
fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan
penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.
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C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus
menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi
pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan
capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen
yang ada dalam LKE.

2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i)
komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria.

b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi

nilai sebagai berikut:

No.

Komponen

Bobot

Sub-Komponen

1

Perencanaan
Kinerja

35%

Renstra 12,5%, meliputi;
Pemenuhan Rentra, Kualitas
Rentra, dan Implementasi Rentra.

Kencana Kinerja Tahunan
22,5%,meliputi; Pemenuhan
RKT(4,5%), Kualitas RKT (11,5%),
dan Implementasi RKT (6,5%).

Pengukuran
Kinerja

20 %

Pemenuhan Pengukuran 4%,
Kualitas Pengukuran 10%.
Implementasi Pengukuran 6%.

Pelaporan
Kinerja

15 %

Pemenuhan pelaporan 3%,

Penyajian dan pengungkapan
informasi kinerja 8%,

Pemanfaatan informasi kinerja 4%.

Evaluasi Kinerja

10 %

Pemenuhan evaluasi 2%,

b. Kualitas evaluasi 5%.

Pemanfaatan hasil evaluasi 3%.

Capaian Kinerja

20 %

Kinerja yang dilaporkan
(output)5%.

Kinerja yang dilaporkan (outcome)
5%.

Kinerja tahun berjalan (benchmark)
5 %.

. Kinerja lainnya 5%.

Total

100%

penerapan SAKIP pada

Penilaian terhadap komponen nomor 1 sampai 4 terkait dengan
instansi pemerintah, sedangkan
komponen nomor 5 terkait dengan pencapaian kinerja baik yang

?"j { + Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan.
Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan
yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai untuk
sub-komponen tersebut adalah: (3/10) x 10 = 3;

- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang
memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub
kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai
rata-rata;

— Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh
nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu
angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0
s.d. 100.

3. Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja
instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari
masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan
komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan
tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan dengan

< kategori sebagai berikut:
Nilai p
No. | Kategori Angka Interpretasi
1 AA >85-100 Memuaskan
2 A >75-85 Sangat Baik
3 B >B65-75 Baik, perlu sedikit perbaikan
4 CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak
perbaikan yang tidak mendasar.
5 C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan
c termasuk perubahan yang sangat
mendasar.
6 D >0-30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan
dan perubahan yang sangat mendasar.

'P/ /f/ ( ‘, Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. Pencapaian Kinerja
f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti

----------------------------------------------------------------------------

(Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi
yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas
Kinerja Instansi)

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan

Dinas/Badan/Kantor . . . ........ , beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan

sebagai berikut:

Bl s s R T OB i s et T T . 0 o .o ML S
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Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Dinas/Badan/Kantor
...... ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan
manajemen kinerja di lingkungan Dinas/Badan/Kantor. . Senwan s

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
KABUPATEN SUMBAWA
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C. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi

. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja yang dievaluasi

Inspekrtorat Kabupaten terpilih disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada:

a. Inspektorat Provinsi
b. Menteri PAN dan RB
c. Menteri Dalam Negeri

. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten
Sumbawa yang dievaluasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa atau tim
khusus yang dibentuk disampaikan kepada pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
yang dievaluasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati
Sumbawa.

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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BAB V
PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan
bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan
paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui
manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.

2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara
evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk
melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen
pemerintahan dan di bidang audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti
agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan
kinerja instansi pemerintah.

3. Meskipun telah diusahakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini, mungkin
masih terdapat hal-hal lain yang belum dicakup dalam petunjuk
pelaksanaan ini. Jika kondisi tersebut terjadi atau terdapat keraguan
terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-
pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi
dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian PAN dan RB.
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IV. KERTAS KERJA EVALUASI SASARAN

RENSTRA IP

1 yit Error

2 yit Error

3 yit Error

4 yit Error

5 yit Error

6 yit Error

7 yit Error

8 yh Error

o yit Error

10 yit Error

PKIP

1 yit Error
c 2 yt | Eror

3 yit Error

4 yit Error

5 yit Error

6 yit Error

7 yh Error

8 yit Error

9 yit Error

10 yhi Error

#DIVIO! #DIVI/O!
KETERANGAN:

TULIS NAMA UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA MERAH

TULIS SASARAN/PROGRAM SERTA PADA KOLOM YANG BERWARNA BIRU
KETIK 'Y’ ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU

JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA

o
Y £}

Kertas Kerja Evaluasi Sasaran
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